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Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana jalannya Pilkada
Serentak 2020 di Kabupaten Gowa yang harus dilaksanakan dengan satu
calon melawan kolom kosong bersamaan dengan hal itu penulis melihat
munculnya gejala Post-Demokrasi di Kabupaten Gowa sebuah gejala
penyakit demokrasi yang membuat sistem dan budaya politik menjadi
semakin melemahkan posisi rakyat sebagai pemilik kuasa. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif,

penelitian ini

melibatkan narasumber dan mengambil data dengan

wawancara dan studi literatur yang mendalam.

Kata Kunci:
Post-Democracy, Pilkada Serentak 2020, Kolom Kosong, Dinasti Politik

PENDAHULUAN

Kontestasi politik elektoral senantiasa
memberi gambaran dan pandangan baru
dalam dinamika politik di negeri ini.
Pilkada Serentak yang digelar pada 9
Desember 2020 dengan 270
kabupaten/kota dan provinsi yang tersebar
hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di
tengah penolakan oleh berbagai pihak
yang menilai bahwa Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) “terlalu dipaksakan”
dikarenakan pandemi Covid-19 yang
masih  merebak sehingga berpotensi
mengancam nyawa para pemilih dan
penyelenggara.

Problem Covid-19 bukan hanya menjadi
salah satu anomali dalam proses Pilkada
Serentak 2020, dari 270 daerah yang
menyelenggarakan Pilkada 25 di antaranya
hanya memiliki satu pasangan calon yang
mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan
Umum (KPU), akibatnya sesuai amanat
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016
tentang Pilkada maka proses pemilihan
harus dilaksanakan dengan satu pasangan
calon (Paslon) melawan kolom kosong.

Kabupaten Gowa menjadi salah satu
daerah yang harus melaksanakan Pilkada
dengan satu pasangan calon, Adnan
Purichta Ichsan-Abdul Rauf Mallagani
yang merupakan calon petahana kembali
terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati
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Gowa untuk periode 2020-2024 dengan
persentase kemenangan 91% melawan
kolom kosong.

Hadirnya kolom kosong sebagai solusi
bagi daerah yang tidak memiliki dua
pasangan calon yang mendaftarkan diri ke
KPU malah menimbulkan sentimen
negatif. Post-democracy sebagai sebuah
kondisi di mana sistem pemerintahan yang
menjaga kedaulatan suara rakyat malah
semakin direduksi sebagai akibat dari
“diperlemah”nya suara rakyat dan semakin
menguatnya oligarki kekuasaan. Gowa
sebagai salah satu daerah penting dan juga
menjadi  basis kekuasaan yang turut
mempengaruhi politik lokal di Provinsi
Sulawesi Selatan nantinya akan memberi
preseden yang buruk bagi daerah-daerah
lain.

KAJIAN PUSTAKA

Firman Noor dalam penelitiannya
mengenai  Fenomena  Post-democracy
Party di Indonesia: Kajian Atas Latar
Belakang, Karakteristik dan Dampaknya,
menyebutkan berbagai realita pada sistem,
budaya dan karakteristik partai di
Indonesia.! Kehadiran partai yang me-
miliki karakter post-democracy merupakan
sebuah dampak dari kondisi kehidupan
politik yang Dbergeser dari bentuk
demokrasi yang sudah dianggap sebagai
sistem yang ideal untuk menyalurkan
kuasa rakyat dalam pemerintahan suatu

'Firman Noor, “Fenomena Post-Demokrasi
Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang,
Karakteristik, dan Dampaknya”, Jurnal Penelitian
Politik, Vol.14, No.2 (2017), h. 109-126.
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negara. Partai sebagai salah satu
infrastruktur ~ politik  yang  berfungsi
sebagai wadah bagi rakyat untuk

menginternalisasi ideologi dan platform
yang mereka anut dan selaras dengan visi
misi  suatu partai, nyatanya malah
berbanding terbalik. Kekuasaan para
oligark yang mencengkram partai malah
menimbulkan kondisi  post-democracy.
Kondisi anomali di ranah kekuasaan
membuat demokrasi menjelma menjadi
oligark bahkan otoriter namun masih tetap
menggunakan instrumen demokrasi untuk
“menghibur” rakyat.

Demokrasi Kotak Kosong yang ditulis
oleh  Senalince Mara memberikan
gambaran utuh mengenai pemilihan calon
tunggal yang harus berhadapan dengan
kolom kosong di Kota Jayapura, Provinsi

Papua. Kajian tersebut memberikan
pandangan bagaimana jalannya Pilkada
yang dilakukan mulai dari faktor

munculnya satu calon, proses politik baik
dari pendaftaran hingga kampanye, dan
kemenangan calon tunggal, Benhur Tomy
Mano dan Rustan Saru pada kontestasi
tersebut. Pada tahun 2017 kasus Pilkada
kolom kosong masih sangat jarang terjadi
di Indonesia terhitung hanya sembilan
daerah yang melaksanakan Pilkada calon
tunggal, berbeda pada Pilkada Serentak
2020, KPU harus melakukan 25 Pilkada
calon tunggal .2

“Senalince Mara, “Demokrasi Kotak Kosong:
Studi Tentang Pemilukada Kota Jayapura 20177,
Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1 (2018), 54-
64.
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TINJAUAN TEORETIS

Konsep Post-Democracy

Menurut Colin Crouch, seorang sosiologi

Inggris yang merupakan  pengamat

demokrasi, post-democracy terdapat bebe-

rapa kecenderungan di antaranya:

1. Keterlibatan masyarakat dalam dunia
politik bersifat terbatas atau artifisial
saja. Menurut Colin Crouch hampir
semua aspek kehidupan politik diten-
tukan oleh elite. Hal ini dimaksudkan
hak pilih yang di mana seharusnya
diberikan kebebasan justru dibatasi.

2. Partai bukan lagi sebagai sarana
penyalur kepentingan rakyat, partai
tidak lagi menjadi alat sebuah basis
politik, namun alat kepentingan
pemilik partai.

3. Terdapat kecenderungan mengguna-
kan cara-cara populisme dan artifisial
dalam berpolitik, yang terpenting
adalah bagaimana membangun pencit-
raan dan memenangkan emosi pemilih
dengan janji-janji  politik  yang
menggiurkan.

4. Hal ini beriringan dengan kecende-
rungan people ignorance. Dalam
banyak momen politik, antusiasme
berpolitik masyarakat menurun. Hal
ini terjadi karena kepedulian politik
yang semakin rendah terutama karena
dunia politik telah dianggap tidak
berkenaan langsung dengan mereka,
selain karena terlalu banyaknya tipu

daya.
5. Sebagai dampak dari itu semua,
hilangnya penghormatan terhadap

institusi, proses dan nilai demokrasi.
Inilah yang menyebabkan pengelolaan

partai menjadi hakikat

demokrasi.®

jauh dari

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian tentang kehidupan seseorang,
cerita, perilaku dan juga tentang fungsi
organisasi, gerakan sosial atau hubungan
timbal balik. Teknik pengumpulan data
yakni  melalui studi literatur dan
wawancara.

PEMBAHASAN

Jalannya Pilkada Kolom Kosong di
Kabupaten Gowa Tahun 2020

Sejak berpasangan pada Pilkada Gowa
2015, Adnan Purichta Ichsan dan Abdul
Rauf Malaganni (Adnan-Kio) melalui jalur
independen dan menjadi  pemimpin
Kabupaten Gowa selama 5 tahun terakhir.
Adnan merupakan putra dari petahana
sebelumnya Ichsan Yasin Limpo yang
juga sekaligus keponakan dari Gubernur
Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Kepemimpinan Adnan di Gowa semakin
mengukuhkan eksistensi Dinasti Politik
Yasin Limpo di Sulawesi Selatan.

Pilkada Serentak yang laksanakan pada
tahun 2020 dengan menggunakan landasan
peraturan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 dalam Pasal 201 Ayat 8.
Dalam undang-undang ini disebutkan
bahwa pemungutan suara dalam pemilihan

Daniel  Ziblatt,
(Jakarta PT.

%Steven  Levitsky dan
Bagaimana Demokrasi Mati
Gramedia Pustaka, 2018).
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan
secara serentak.

Pilkada Serentak yang dilaksanakan tahun
2020 diwarnai  dengan  banyaknya
pasangan calon yang melawan kolom
kosong, karena dari 270 Pilkada yang
digelar ada 25 diantaranya Kabupaten atau
Kota yang dipastikan memiliki satu
pasangan calon dan melawan kolom
kosong.

Dalam Pilkada Serentak 2020 yang
dilaksanakan di Kab. Gowa diikuti oleh
calon tunggal yang melawan kolom
kosong. Kehadiran kolom kosong atau
yang lebih sering disebut sebagai “koko”
pada Pilkada Gowa merupakan hal yang
baru pertama kali terjadi dan membuat
seakan orang-orang diharuskan untuk
memilih satu pasangan calon yang ada
dikarenakan masyarakat hanya mem-
punyai pilihan yang terbatas karena tidak
adanya pilihan lain untuk dijadikan
perbandingan.

Salah satu faktor penyebab hadirnya
kolom kosong karena gagalnya partai
melakukan  kaderisasi  politik  untuk
melahirkan calon pemimpin. Menurut
Ketua KPU Kabupaten Gowa, Muhtar
Muis, adapun faktor penyebab lain dari
lahirnya kolom kosong, yaitu:

“Penyebab adanya kolom kosong itu bisa

disebabkan  karena  rentan  waktu
pemilihan calon legislatif dan kepala

Post-Democracy: Prospek... | 20

daerah yang relatif singkat, sehingga
membuat para anggota DPR yang ada
sangat memikirkan langkah yang akan
diambil karena jika salah langkah jabatan
yang dimilikinya bisa hilang sebagaimana
peraturan yang ada untuk mengharuskan
melakukan  pengunduran diri dalam
jabatannya agar bisa ikut bersaing dalam
pemilihan kepala daerah”.*

Pemilu yang baru saja dilakukan pada
2019 membuat para elit politik di Gowa
telah terlanjur menjadi legislator baik di
tingkat kabupaten maupun provinsi seperti
Darmawangsyah Muin (jabatan) yang
kerap kali disebut sebagai rival dari
petahana, dari (berapa partai di Gowa)
ketua umumnya merupakan legislator. Hal
ini juga mempersulit para elit politik yang
telah menduduki posisi strategis di
pemerintahan karena ditetapkannya aturan
(mundur dari jabatan) jika ingin
mengajukan diri sebagai kepala daerah.

Alasan lain munculnya kolom kosong
menurut Ketua KPU, yaitu:

“Masa jabatan kepala daerah yang
terpilih pada Pilkada 2020 itu tidak genap
5 tahun melainkan hanya 4 tahun saja
sehingga membuat para calon yang akan
maju memikirkan dan mempertimbangkan

secara matang”.’

Pada Pilkada Gowa, pasangan Adnan-Kio
membuat rekor baru pada Pilkada di

“Muhtar  Muis, Ketua KPU Gowa,
wawancara, 10 Juni 2021.
SMuhtar ~ Muis, Ketua KPU Gowa,

wawancara, 10 Juni 2021.
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Sulawesi Selatan dengan rekor perolehan
suara dan tingkat partisipasi pemilih yang
tinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh
KPU Kabupaten Gowa, pasangan Adnan-
Kio berhasil meraih suara terbanyak
dengan perolehan 377.463 suara atau
91,22%. Sedangkan kolom kosong sebesar
36.325 suara atau 8,78%.. Adapun suara
sah yang tercatat sebanyak 413.788 dan
suara yang tidak sah tercatat sebanyak
5.816.

Partisipasi pemilih pada Pilkada Gowa
tercatat yang datang ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dan
menyalurkan hak suaranya yaitu sebanyak
79,17% dan tercatat sebagai suara yang
paling tinggi di 12 Pilkada Serentak di
Sulawesi Selatan. Angka ini melebihi
target KPU dan terlebih lagi dilaksanakan
di tengah pandemi Covid-19.

Prospek Demokrasi Lokal

Pilkada kolom kosong menjadi bukti
konkret dari gejala pertama yang
disebutkan oleh Colin Crouch, demokrasi
yang mendasarkan sumber kuasanya oleh
rakyat malah dianulir oleh segelintir elit
politik, partai menjadi pihak yang paling
tertuduh dalam hal ini, tidak berjalannya
fungsi partai baik dalam kaderisasi
pemimpin maupun sosialisasi kepada
masyarakat sebagaimana yang disebutkan
Lili Romli.® Partai sebagai saluran politik
masyarakat untuk memajukan calon
kepala daerah mengakumulasi aspirasi dan

®Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon
Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”,
Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15, No. 2 (2018), h.
143-160.

kepentingan tidak lagi terlihat dengan
adanya calon tunggal, kompromi antar
ketua partai dan para oligarki pemilik
modal benar-benar telah menghilangkan
esensi demokrasi, demokrasi artifisial.

Lebih lanjut kotak kosong tidak memiliki
status serupa dengan calon tunggal dalam
penentuan porsi  untuk  menjangkau
masyarakat. Berdasarkan peraturan KPU
No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi
Calon Kepala Daerah. Muhtar Muis juga
menyebutkan mengenai tidak adanya
aturan mengenai bolehnya KPU meng-
kampanyekan kolom kosong.

“Kolom kosong tidak dapat dikampanye-
kan oleh KPU, karena bukan merupakan
calon kepala daerah misalnya pada
proporsi pengenalan. Status kotak kosong
yang bukan merupakan ‘calon’ membuat
kolom kosong tidak dikampanyekan,
makanya banyak pihak yang menuduh
kami berat sebelah karena hanya
memasang alat peraga calon tunggal dan
tidak memasang alat peraga kolom
kosong, padahal aturannya memang sudah

begitu o

Dalam Peraturan KPU No. 7 tahun 2015,
dijelaskan bahwa “Alat peraga kampanye
adalah semua benda atau bentuk lain yang
memuat visi, misi, program pasangan
calon, simbol atau tanda gambar pasangan
calon yang dipasang untuk keperluan
kampanye yang bertujuan untuk mengajak
orang memilih pasangan calon tertentu

"Muhtar  Muis,
wawancara, 10 Juni 2021.

Ketua KPU Gowa,
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yang difasilitasi olen KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota yang
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Ketidaksetaraan status
antara kolom kosong dan pasangan calon
pada proses kampanye merupakan bentuk
dari kekosongan hukum yang menjadi
legal standing dari praktik tersebut”.

Lebih lanjut partai bukan lagi sebagai
sarana penyalur kepentingan rakyat, partai
tidak lagi menjadi alat sebuah basis
politik, namun alat kepentingan pemilik
partai. Kemenangan Adnan-Kio melawan
3 calon lainnya pada 2015 sebagai calon
independen menjadi bukti konkret bahwa
partai-partai di Kabupaten Gowa tidak
memiliki basis konstituen yang jelas dan
kuat dalam mengajukan calon kepala
daerah. Gowa merupakan awal mula atau
akar dari berkembangnya dinasti politik
keluarga Yasin Limpo pada percaturan
politik masa kini.

Dalam hal ini, terdapat tiga varian
familisme dalam membincangkan dinasti
politik dalam konteks ini. Pertama adalah
familisme (familism), yakni dinasti politik
yang didasarkan secara murni pada
hubungan darah langsung dalam keluarga
(consanguinity) dan hubungan perkawinan
(marriage) dengan klan lainnya. Adapun
terbentuknya suatu dinasti politik dalam
bentuk familisme biasanya didasarkan
pada klan untuk menjaga keistimewaan
politik yang telah didapat. Loyalitas,
kepatuhan, maupun solidaritas keluarga
merupakan tiga poin penting familisme
memengaruhi corak dinasti politik. Pola
tersebut kemudian dihubungkan melalui

Post-Democracy: Prospek... | 22

komando saudara tua hingga saudara muda
dalam pemerintahan. Contoh kasus nyata
dinasti politik model familisme ini seperti
yang terjadi di Filipina, di mana terdapat
105 dinasti politik baik yang berkembang
dalam ranah politik lokal maupun
nasional.

Kedua adalah quasi-familisme. Model ini
didasarkan pada sikap afeksi dan
solidaritas dari anggota keluarga dalam
struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang
dimaksudkan  secara  harfiah  tidak
dimaknai sebagai kasih sayang, namun
sebagai bentuk orientasi politik keluarga
didasarkan pada regionalisme, lingkungan,
maupun tribalisme sama dengan keluarga
tersebut.® Artinya, dimensi dinasti politik
ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga
inti saja, tetapi juga telah bercabang
dengan keluarga lainnya yang tidak satu
keturunan darah, namun memiliki sistem
kekerabatan berbasis artifisial.

Ketiga adalah egoisme-familisme. Model
dinasti  politik ini didasarkan pada
pemenuhan aspek fungsionalisme diban-
ding hanya menuruti garis keturunan
maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini
dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari
segi kepala daerah dan masyarakat.
Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya
sama dengan konsepsi teori sebelumnya
yakni  kecenderungan = mendahulukan
keluarga daripada publik dalam pengisian

8Tong-Hee Park, “The Influence of Familism
and Interpersonal Trusts of Korean Public
Officials”, International Review of Public
Administration, Vol. 9, No. 1 (2009), h.121-136.
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posisi jabatan publik maupun suksesi
pemerintahan.®

Karir politik Syahrul Yasin Limpo sebagai
mantan Gubernur Sulawesi Selatan juga
merupakan mantan Bupati Gowa sejak
1994 hingga 2002, estafet kepemimpinan
kembali dilanjutkan oleh adiknya yang
juga sekaligus ayah dari Adnan Purichta
Ichsan, Ichsan Yasin Limpo sejak 2005
hingga 2015. Cengkeraman kuat dinasti
Yasin Limpo di Kabupaten Gowa selama
30 tahun (1994-2024) merupakan bukti
nyata tidak mampunya partai politik untuk
memunculkan tokoh baru pada tiap
kontestasi politik lokal, bahkan sejak
ditetapkannya Undang-Undang No0.32
Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala
Daerah yang mewajibkan pemilihan secara
langsung oleh rakyat di mana kontestasi
politik lokal dibuka luas bagi partai untuk
mengajukan calon yang kelak akan dipilih
oleh masyarakat. Bahkan kemenangan
Adnan Purichta Ichsan pada Pilkada 2015
sebagai calon independen merupakan
tamparan keras bagi seluruh partai politik,
bukti konkret bagaimana kekuatan dinasti
politik semakin kuat dan alarm bahaya
bagi partai-partai yang tidak mampu
menggaet suara dari para konstituen.

Terdapat kecenderungan menggunakan
cara-cara populisme dan artifisial dalam
berpolitik, yang terpenting adalah
bagaimana membangun pencitraan dan
memenangkan emosi pemilih  dengan

*Wasisto Rahardja Djati, “Revivalisme
Kekuatan Familisme Dinasti Politik di Aras
Lokal”, Jurnal Sosiologi Masyarakat, \Vol. 18, No.
2 (2013), h. 203-231.

janji-janji  politik yang menggiurkan.
Maraknya penyebaran Covid-19  sejak
awal 2020 menjadi salah satu jalan mulus
munculnya pemimpin populis, penetapan
status darurat dan masa krisis merupakan
suatu pra-kondisi di mana pemimpin
populis lahir dengan memanfaatkan
kesulitan masyarakat untuk mendulang
suara, bantuan sosial (bansos) untuk
penanganan Covid-19 menjadi salah satu
contoh, para calon kepala daerah
memanfaatkan  bansos sebagai  alat
kampanye bagi masyarakat yang memang
sejatinya merupakan hak rakyat dan bukan
demi kepentingan elit politik untuk
menggaet hati  masyarakat Dengan
menggunakan jargon Doboloki.

Hal ini beriringan dengan kecenderungan
people ignorance. Dalam banyak momen
politik, antusiasme berpolitik masyarakat
menurun. Hal ini terjadi karena kepedulian
politik yang semakin rendah terutama
karena dunia politik telah dianggap tidak
berkenaan langsung dengan mereka, selain
karena terlalu banyaknya tipu daya.
People Ignorance yang dipaparkan oleh
Colin Crouch sebenarnya tidak hanya
menghitung kalkulasi tingkat partisipasi
politik masyarakat saat hari pencoblosan.
Meskipun partisipasi pemilih di daerah
dengan pasangan calon tunggal terus naik,
angka itu masih di bawah target KPU,
yakni partisipasi 77,5%. Memang tingkat
partisipasi  tidak  hanya ditentukan
pasangan calon tunggal, tetapi turut
ditentukan aspek sosial, politik, budaya,
ekonomi, dan teknis pada hari
pencoblosan.
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People ignorance yang dipahami adalah
ketika masyarakat tidak mengetahui duduk
persoalan secara mendalam dan hanya
berkutat pada hal-hal yang berada
dipermukaan saja. Hal ini disebabkan oleh
tidak adanya oposisi murni dari lembaga-
lembaga politik seperti partai sehingga
demokrasi yang seharusnya menjadi ajang
pertarungan ide dalam menentukan arah
kebijakan tidak terjadi pada Pilkada yang
hanya diisi oleh calon tunggal. Sehingga
apapun yang disampaikan oleh pihak
petahana merupakan “kebenaran” karena
tidak adanya bantahan dari partai sebagai
oposan murni membuat proses
pertarungan ide baik dalam pemilihan
maupun  pada  proses  berjalannya
pemerintahan nantinya.

Dwi Muslimah Anggraini mantan Direktur
Perludem juga melihat bahwa Pilkada
yang hanya melibatkan calon tunggal tidak
akan menjadikan demokrasi  sebagai
sebuah proses dialektis antar calon dalam
melihat problem dan masalah kedaerahan
yang harusnya menjadi titik temu
sekaligus menjadi salah satu preferensi
masyarakat dalam menentukan calon
kepala daerah di bilik suara nantinya.™

Pemerintah, DPR dan KPU RI juga tahu
salah satu prinsip dasar pelaksanaan
pemilu adalah  terjaminnya  prinsip
‘genuine  elections’,  yakni  pemilu
dilaksanakan dalam lingkungan sosial

Dwi Andayani, “Perludem Ungkap Dampak
Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih
Apatis” dalam https://news.detik.com/ berita/d-
5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-
pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatis ~ diakses 1
Juni 2021.
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politik yang kondusif, di mana kebebasan
asasi dijunjung tinggi dan pluralisme
politik bisa tumbuh sebagaimana surat
KPU dan prinsip lainnya. Kondisi tekanan
psikologis, ekonomi, sosial sudah pasti
akan berdampak pada perilaku dan
partisipasi memilih masyarakat, meskipun
seberapa besar pengaruhnya masih perlu
pengkajian lebih dalam. Masyarakat pasti
akan terjebak pada praktek politik
transaksional.”* Apa yang disampaikan
oleh Muhtar Muis selaku Ketua KPU
memberi pandangan tersendiri mengenai
jumlah partisipasi pemilih yang tergolong
tinggi.

“Ada kecenderungan masyarakat melihat
pemilihan ini sebagai salah satu bentuk
‘moment’ dimana pemilihan kolom kosong
baru pertama kali dilakukan dan ‘kapan
lagi’ dilakukan di Gowa hal ini membuat
masyarakat tertarik untuk ikut memilih
sebagai bagian dari moment ber-
sejarah. "*?

Pernyataan Ketua KPU Gowa semakin
mengindikasikan pernyataan Colin Crouch
mengenai post-democracy di mana people
ignorance menjadi gejala umum yang
membuat masyarakat hanya peduli pada
hal remeh-temeh namun tidak menganalisa
kondisi politik yang terjadi disekitar secara
mendalam. Masyarakat yang memiliki
kepedulian terhadap politik akan melihat

“Jhon Refei Alfri Sandi & Suprayitno,
“Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Politik
Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 13 No. 1
(2020), h. 1-13.

Muhtar ~ Muis,
wawancara, 10 Juni 2021.

Ketua KPU Gowa,
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Pilkada calon tunggal sebagai masalah
besar dalam proses politik di daerah.

Akumulasi dampak dari itu semua
membawa demokrasi tidak lagi dihormati
baik pada institusi, proses dan nilai
demokrasi. Inilah yang menyebabkan
pengelolaan partai menjadi jauh dari
hakikat demokrasi. Sudah jauh hari di
mana Pilkada 2015 ketika empat calon
bertarung dalam kontestasi tersebut namun
malah berujung pada kekacauan, massa
pendukung dari Andi Maddusila yang
merupakan saingan terberat dari Adnan
Purichta Ichsan mengepung dan menye-
rang Kantor KPU Gowa. Serangan
terhadap penjaga demokrasi di aras lokal
malah menjadi target amukan massa.

KESIMPULAN

Berdasarkan ~ hasil  penelitian  dan
pembahasan di atas Jkami melihat bahwa
demokrasi di aras lokal, khususnya di
Gowa telah terjangkit gejala post-
Democracy sebagaimana rumusan Crouch.
Gowa yang sudah 30 tahun dikuasai
dinasti Yasin Limpo semakin menguatkan
gejala tersebut. Mulai dari kalah hingga
tunduknya partai pada dinasti ditandai
dengan kekalahan para kandidat calon
bupati yang kala itu diusung oleh partai
politik. Bahkan, pada Pilkada Serentak
2020 seluruh partai bersepakat kembali
mengusung Adnan dan tidak memajukan
satupun kader mereka.

Masyarakat Gowa sebagai pemilih pada
Pilkada Kolom Kosong 2020 malah
melihat Pilkada sebagai momen bersejarah

bukan sebuah anomali dan kegagalan
partai politik untuk membentuk kader.

Lebih lanjut, bagi calon tunggal melawan
kolom kosong hanya memberi budaya
politik baru di Indonesia. Di mana para
petahana memborong semua partai untuk
diajukan dalam calon tunggal pada Pilkada
yang akan dilalui. Hal ini menjadi alarm
bagi demokrasi lokal di Indonesia, ketika
semua petahana diberi jalan tol untuk
kembali berkuasa dengan cara-cara yang
keliru dengan pertarungan melawan kolom

kosong.
**k*
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